Menimbang

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPURBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHLUN 2009
TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. tahwa pembangunan nasional bertujuan - untuk

mewnjudkan masyarakat adil dan makmur yang
merata materiil dan  spiritual berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesis
Tahun 1945; S

. hahwa tenaga listrik mempunyal peran yang sangat

penting dan strategis dalam mewujudkan tuwuan
pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga
listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu
terus  ditingkatkan sejalan dengan perkembangan
pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumiah
yvang cukup, merata, dan bermutu;

. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan

teknologi dan sgjalan dengan prinsip otonomi dasrah dan
demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah
dan masvarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu
ditingkatkan;

. bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat

membahayakan sehingga penyediaan dan
pemanfaatannve harus memperhatikan ketentuan
keselamatan ketenagalistrilkan;

. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang

Ketenagalistrikan  tidak sesuai lagi dengan tuntutan
perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan
masyarakat sehinggs perlu diganti dengan undang-
undeng yang baru;

bahwa herdasarikan pertimbangan’  sebageimana
dimaksud dalam huraf a, huruf b, huruf ¢, huruf 4, dan
huruf =, peric membentuk Undang-Undang tentang
Ketenagalistrilean;
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Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Repubiik indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

~ Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Ketenagalistrikan  adalah  sepala  sesuatu yang
menyangkut penyedisan dan pemanfaatan tenaga Iistrilc
serta usaha penunjang tenaga listrik,

Tenaga listrik adalali suatu bentuk energi sekunder

- yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan

unfuk segala macam keperluan, tetapi tidak melputi
listrik yang dipakai untuk komunikasi, slektroniks, atau
isyarat.

Usaha penyediaan tenags listrik adalah pengadaan
tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi,
distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada
konsumen.

Pembangkitan  tenaga  listrik adalah  kegiatan
memproduksi tenaga listrik,

Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik
dari pembangkitan ke sistemn distribusi atau ke
konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik
dari sistern transtnisi atau dari pembangkitan ke
konsumen.

Konsumen adalah setiap orang atau badan yang
membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik,

8. Usaha , ..
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Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha

penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Rencana umum ketenapgalistrikan adsalah rencana
pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang
meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi
tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga listrik.

Izin 1saha penyedisan tenaga listrik adalah izin untuk
melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingen umum.

izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan

tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. .

Wilayah usaha adalah  wilayah yang ditetapkan
Pemerintah sebagal tempat badan usaha distribusi

.dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha

penyediaan tenaga listrik.

CGanti rugi hak atas tanah adalah pengpantian atas
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berilout
bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat
di atas tanah tersebut.

Kompensasi adalah pemberian sejumlah uvang kepada
pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman,
danfatan benda lain yang terdapat di atas tanah
tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak
langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa
dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah,
Pemerintah Pusat, vang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Repuhblik Indonesia yang emegang
kelkuasaan pemerintah negara Republik Indonesia
sebhagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah  daerah adalah  gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsor
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Menteri adalah menteri yang membidangi urusan
ketenagalistrilcan.

SBetiap orang adalah orang perorangan atau badan baik

vang berbadan hukum maupun yang buken berbadan
hukum,

BABIL. ..
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BAB I
ABAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1] Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
a, manfaat;

efisiensi berkeadilan;

berkelanjutan;

optimadisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber

deya cnergi;

mengandalkan pada kemampuan sendiri;

kaidah usaha yang sehat;

keamanan dan keselamatan;

. kelestarian fungsi lingkungan; den

otonomi daerah.

[2) Pembangunan ketenagalistrikan - bertujuan untuk
menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah
vang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar
dalarn  rangka meningkatican kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RO T

Pt o O

BAB III
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penguasaan

Basal 3

(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah  daerabh berlandaskan prinsip ctonomi
daerah. '

[2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menetapkan kebiiakan, pengaturan, pengawasan, dan
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik,

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Pengusahaan

Pasal 4

Pelaksanaan usaha penyedisan tenaga listrik oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah dilakuken oleh
badan usgha milik negara dan badan usaha milik
daerah.

Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya
masyarakat dapat berpartisipasi dalam  usaha
penyediaan tenaga listrik. :

Untuk petiyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah
daerah menyediakan dana untulk:

a. kelompok masyarakat tidak mampu;

b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di
daerah yang behim berkembang;

¢.  pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan
perbatasan; dan

d. pembangunan listrilke perdesaan.

BaAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan
rmelipiti

a. penetapan kebijakan kerenagalistrikan nasional;
b. penetapan peraturan perundang-undangan  di
bidang ketenagalistrikan;

c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria  di
bidang ketenagalistrikan;

d. penetapan pedeman penectapan tarif tenaga listrik
untuk konsumen;

e. penetapan rencana uUmum  ketenagalistrikan
nasional; :

f. penetapan wilayah usaha;
g, penctapan .. .
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penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;

penetapan izin usaha penyediasan tenaga listrik

untuk badan usaha yang:

1. wilayah usahanya lintas provinsi;

2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan

3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan
jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan
oleh Pemerintah;

penctapan izin operasi yang fasilitas instalasinya

mencakup lintas provinsi;.

penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari

pemegang 1zin usaha penyediaan tenags listrik vang

ditstapkan oleh Pemerintah; .

penetapan persetlijuan harga jual tenaga listrik dan

sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin

usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan

oleh Pemerintah; :

penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga

listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan

oleh Pemerintah; _ :

penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik

vang dilakuksan oleh badan usaha milik negara atau

penanam maodal asing/mayoritas sahamnys dimiliki

oleh penanam modal asing;

peneiapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik

untuk kepentingan telekomunikasi, multmedia,

dan informatika pada jaringan milik pemegang izin

usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi

yvang ditetapkan oleh Pemerintah;

pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha
di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan
oleh Pemerintah;

pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
pembinaan jabatan fungsional inspektur
ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat
pemerintahan; dan

penetapan  sanksi administratif kepada badan
usaha vang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

{2) Kewenangan . . .
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Kewenangan pemerintah  provinsi di  bidang
ketenagalistrikan meliput:

a.

b.

penetapan peraturan decrah provinsi di bidang
ketenagalistrikan,

penetapan rencana uwmum ketenagalistrikan dasrah
provimnsi; _

penetapan izin usaha penyediaan tenagas listrik
untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas
kabupaten fkota;

penatapan izin operasi yang fasilitas instalasinya
mencakup lintas kabupaten fkota;

penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari
pemegang izin usaha pf:nj,redlaan tenaga listrik yang
ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

penctapan persetujuan harga jual tenaga listrik
dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan

-usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau

menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan
usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah
provinsi;

penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga
listrik dari pemegang izin nperas;l yang 1z1nn_‘,fa
ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik
untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia,
dan informatika pada jaringan milik pemegang izin
usabha penyediaan tenaga lisirik atau izin operasi
yvang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha
di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan
oleh pemerintah provinsi;

pengangkatan inspektur ketenagaelistrikan untuk
provinsiy dan

penctapan sanksi administratif kepada badan
usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah
provinsi.

Kewenangan pemeirintah kabupaten/kota di bidang
ketenagalistrikan meliputi:

a.

penetapan peraturan daerah kabupaten,»’kuta di
bidang ketenagalistrikan;

b. penetapan .
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penectapsan rencana umum ketenagalistrikan daerah
kebupaten /kota;

penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik
untuk badan usaha yang wilayah ussahanya dalam
kabupaten/kota;

penetapan izin operasi yahg fasilitas instalasinys
dalam kabupaten/kota;

penetapan tanf tenaga listrik untuk konsuinen dari
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan
sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha
yang menjual tenaga listrik dan/atan menyewakan
jaringan tenaga listrik kepada badan useha yang
izinnya -ditetapkan oleh pemerintah
kabupaten /kota;

penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya
dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
penetapan persctujuan penjualan keléebihan tenapga
listrik dari- pemegang izin operasi yang izinnya
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik
untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia,
dan informatika pada jaringan milik pemegang izin
usaha penyedisan tenaga listrik atau izin operasi
vang ditetapkan cleh pemerintah kabupaten/kota;
pembinaan dan pengswasan kepada badan usaha
di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan
oleh pemerintah kabupaten/kota;

pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk
kabupaten/kota; dan

penetapan sanksi administratif kepada badan
usaha vang izinnya ditetapkan oleh pemerintah
Labupaten fkota,

BAB V.
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BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERG! PRIMER

(1)

(2)

(3)

Paszl &

Sumber energl primer yang terdapat di dalam negeri
dan/atan berasal dari luar negeri hara dimanfaatkan
secara optimel sesual dengan kebijakan energi naslonal
untuk menjamin  penyediaan tenage listrik yang
berkelanjutan,

Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan
mengutamalan  sumber energi. baru  dan  energi
terbarukan. '

Pemanfaatan sumber energli primer yang terdapat di
dalam necgeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan untuk kepentingan ketenagalisirikan
nasicnal.

BAB V1

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

(1)

()

(3)

{4

Pagal 7

Rencana umumn ketenagalistrikan nasional disusun
berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan
ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) disusun  dengan
mengikutsertakan permerintah daerah.

Rencana wumum ketenagalistrikan daerah disusun
berdasarkan pada rencana uwmum Ketenagalistrilkan
nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah
setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyar
Daerah.

Pedoman penyusunan rencana umuam ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3}
ditetapkan oleh Menteri,

BABVIL. ..
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BAB VII
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Unam

Pasal 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
b,  usaha penunjang tenaga listrik,

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Pasal 9
Usaha penyedisan tenaga listrik sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 8 hasif a terdini atas:

a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
waum; dan

b. wusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri,

Pasal 10

(1] Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
meliputi jenis usaha:

a. pemmbangkitan tenaga listrik;

b. transmisi tenaga listrik;

c. distribusi tenaga listrik; dan/atan
d. penjualan tenaga listrik.

(2) Usaha penyedisan tenaga listtik untuk kepentingan
umum sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara terintegrasi,

(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 -{satu) wilayah usaha.

{(4) Pembatasan . . .
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{4) Petnbatasan wilayah usaha ' sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) juga berlaku untuk ussha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umuum yang hanya
meliputi distribusi lenaga listrik dan/atau penjualan
tenaga listrik,

(5] Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

. dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

umum ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

- dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan

-usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan

swadaya masyarakat vyang berusaha di bidang
penyediaan tenaga listrik.

{2) Badan usaha milik negara sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) diberi pricritas pertama melakukan wusaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

{3} Untuk wilayah vang belum mendapatkan pelayanan
tenaga Hstrik, Pemerintah atau pemerintah daerah
sesual kewenangannya memberi kesempatan kepada
badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau
koperasi sebagai penyelenggara wusaha penyedisan
tenaga listrik terintegrasi.

(4) Dalam hal tidak ada badan usaha m1]:;k daerah, badan
usaha swasta, atau Koperasi yang dapat menyediakan
tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib
menugasi badan uszha milik negara untuk
menyediakan tenaga listrik.

Pazal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: 3

a. pembangkitan tenaga listrik;

b. pembangkitan tenaga lstrik dan distribusi tenaga
Hstrik; atau

c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik,
dan distribusi tenaga listrik.

s

Pagal 13. .. 2
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Paszal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan
oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha
lainnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyadiaan tenaga
listrik sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Uszha Penunjang Tenaga Listrik

Pazal 15

Usaha penunjang tenaga listrilk sebagaimana dimalosud
dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

a. usaha jasa penunjang renaga listrik; dan

b. usaha industri penunjang tenaga listrik,

Pasal 16

(1) Usaha jasa penurjang ticnaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan
tenaga listril;
b. pembangunan dan pemasangan instalasi petiyediaan
tenaga listrik;
pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
pengoperasian instalasi tenaga listrik;
pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
peneclitian dan pengembangan;
pendidikan dan pelatihan;

laboratorium pengujian pcra,létan dan pemanfaat
tenaga listrik;

@R oo

i. sertifikasi . . .
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i, sertifikasi peralatan dan pemanfaat tensga, listrik;

j« sertifikasi kompetensi tenaga teknik
- ketenagalistrikan; atau

k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
.dengen penyediaan tenaga listrik.

Usahs jasa penunjang tenaga listrik sebagsimana
dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan olch badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
swasta, dan koperasi vang  memdliki sertifikasi,
Klasifikasi, dan kualifikasi sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan
usaha  jasa  penunjang tenaga  listrik  wajib
mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Ketentuan lebih Ianjut mengenai sertifikasi, klasifikasi,

dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik
diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 17

Usaha industri penumyang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.

Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada avat (1} dilaksanakan oleh badan usaha
milik negara, badan t1saha milik daerah, badan usaha
awasta, dan koperasi.

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan uszha swasta, dan koperasi dalam melalktukan
usaha industri penunjang tenaga listrik  wajib
mengutamakan produk dan potensi dalam negeri,
Kegiatan wsaha . industri penunjang tenaga lstrik
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII. ..

= Tl
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BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Urnum

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang
- tenaga listrik sebageimana dimaksud dalam Pasal 8
dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha,

Bagian Kedus
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 19
(1) Izin usaha untuk menyediakan tenage lstrik terdiri
atas: : '
a. Izin usaha penyediasan tenaga listrik; dan
b. Izin operasi.

{2} Setiap orang yang menyelenggarakan penyedizan tenaga
listrik untuk kepentingan umum wajib memilili izin
usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 20

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan
jenis usahanya sebagaimana dimalsud dalam Pasal 10 ayat

{1).
Pasal 21

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai  dengan
kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga
listrik.

Pasal 22

Tzin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan
kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23 ...
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Pasal 23

(1) Izin operasi sebagaimans dimaksud dalam Pasal 22
ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
sestial dengan kewenangannya.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan getelah memenuhi persyaratan administratif,
teknis, dan lingkungan.

[3) Pemegang izin operasi dapet menjual kelebihan tenaga
listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum
setelah mendapat persetujuan dari Pemetrintah atau
pemerintah daerah sesual dengan kewenangannya.

_ Pasal 24

Ketentuan lebih lanjui mengenai izin usaha penyediaan
tenaga hstrik dan izin operasi diatiur dengan Peraturan
Pernerintah.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 25

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik ssbagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 ayat {2)
dilaksanakan ‘setelah mendapatkan izin usahz jasa
penunjang tenaga listrik  dani  Pemerintah atau

" pemerintah daerah sesuai dengan kewcnangannya.

{2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan
izin usaha industri penunjang tenaga listrik
dilaksenakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenat izin usaha jasa penunjang
tenaga listrilke diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .
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Baglan Keempat
Hak dan KcWajlban Pemegang I[zin UUsaha Penyediaan Tcnaga. Listrik

Pasal 27

(1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha
penyediaan tenaga lstrik dalam melaksanakan usaha
penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) berhak untulk:

a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di
bawah permmukaan;

b. melintasi laut baik di atas maupun i bawah
permukaan;

¢. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

d. masuk ke tempat umum atalu perorangan dan
menggunakehnya untuk sementara walktis;

e. menggunaken tanah dan melintas di atas atau di
hawah tanah;

f. melintas di atas atan di bawah bangunan yang
dibangun di atas ataul di bawah tanah; dan

g. memotong dan/atau menebang tanaman yang
menghalanginya.

T T T T

B R e~ e S e

(2] Dalam pelaksansan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemegang izin usaha penyedisan tenaga
listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 28

Pemegang izin usaha penyedisan tenaga listrik wajib:
a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar
inutu dan keandalan yang beriaku;

b. memberikan pelayanan yeng sebaik-baiknya kepada
konsumen dan masyarakat;

memenihi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

F.'l

Bagian Kelima . .
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Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pagal 29

Konsumen berhak untuk:

a. mendapat pelavanan yang baik;

b, mendapat tenaga listrik secara terus-meneras
dengan mutil dan keandalan yang baik;

c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya
dengarn harga yang wajar;

d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada
gangguan tenaga listrile; dan .

e, mendepat genti rugi apabila tegadi pemadaman

yvang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian
pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam
perjanjian jual beli tenaga listrik.

Konsumern wajib:

a., melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang
mungkin timbul akibat permnanfazatan tenaga listrilk;

b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik
konsumen;

¢. memanfaatkan tenaga listrik sesuai  dengan
peruntuleannya,

d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan

€. menaati persyaratan teknis di bidang
ketenagalistrikan. '

Konsumen  bertanggung jawab apabila karena

kelalaiannya mengalkibatkan kerugian pemegang izin

usaha ponyediaan tenaga listrik,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab

konsumen sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Peraturan Menteri. :

BABIX, ..
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BABIX
PENGGUNAAN TANAH

Pasal 30

Penggunaan tanah oleh pemegang izin wsaha
penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakokan
dengan memberikan ‘ganti rugi hek atas tanah atau
kompensasi kepada pemegang hak atas tanah,
bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentiuan
peraturan perundang-urndlangan.

Ganti rugi hak atas tanah sebagaimsina dimaksud pada
ayat {1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan
secara langsung oleh pemepang izin usaha penyediaan

tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas

tanah,

Kompensasi sebapgaimana dimaksud pada .ayat (1)
diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak
langsung oleh pemegang izin utsaha penyediaan tenaga
listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai
ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang
dilintasi transmisi tenaga listril.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  perhitungan
kompensasi sebagaimena dimaksud pada ayat (3} diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah
yang dikuasal cleh pemegang hak atas tanah atau
pemakal tanah negara, sebeium memulai kegiatan,
pemmegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib
menyelesaikan masalah tanah tersebut sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha
penyedinan tenaga listrik terdapat tanah ulayat,
penyelesaiannya  dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanaban dengan
memperhatikan ketentman hukum adat setempat.

Pasal 31 . ..
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Pasal 31

Kewgjiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau
kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja
mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di
atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha
penyediaan tenaga listrik dan sudsh diberlkan ganti rugi hak
atas tanah atau kompensasi.

Pasgal 32

{1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugl hak
atas tanah atau kompensasi sebagsimana dimaksud
‘dalarn Pagal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi
sebagaimana dimaksud dalem Pasal 30 dibebankan
kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB X

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 3.3

(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik
ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya memberikan persetujuan atas harga
jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.

(3] Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang
menerapkan harga jual tehaga listrik dan sewa jaringan
tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau
pemetintah daergh.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Tarif Tenaga Listrik

Paaa} 34

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan
tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan
Dewan Perwalkilan Rakyat Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan
persetujuan Dewan  Perwalkilan Rakyat Daerah
berdasarkan pedoman yang ditetapkan ocleh Pemerintah,

Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan
tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah menetapkan tarif tenaga lstrik untuk

daerah rersebut dengan persetujian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, ayat {2), dan ayat (3) ditetapkan
dengan memperhatikan kescimbangan kepentingan
nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha
penyediaan tenaga listrik,

Tarif tenage listrik untuk konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan
secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wiayah
uszha. :

Pasal 35

Pemegang izin usaha penyedizan tenaga listrik dilarang
menerapkan tarif tenaga listrik untuk kensumen yang tidak
sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintab
daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 26

Ketenituan lebih lanjut mengenai tata cara penstapan harga
jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan
Feraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga .
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Bagian Ketiga
Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

Pasal 37

-Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan
izin Pemerintah.

Pasal 38

Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui
pembelian atau penjualan tenaga lisirik.

Pasal 39

Pembeliann  tenaga “listrik  lintas negara sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan dengan syarat:

a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;
b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga
listrik setempat;

c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang
terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan
ekonoti;

d. untuk meningkaikan mutu dan keandalan penyediaan

' tenapga listrik setempas;

g, tidak mengabaikan pengembangan kemampuan
penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan

f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga
listrik dari luar negerl.

Pasal 40}

Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana
" dirnaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan apabila:

a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya
telah terpenuhi;
b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan

c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan
tenaga listrik setempat.

Pasal 41 . ..
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Ketentuan lebih lanjut mengenai jual beli tenaga listrik lintas
negara sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 37 sampai
dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerinwah.

BAD XI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu
Lingkungan Hidup

Pasal 42

Setiap kegiatan usah;a ketenggalistrikan wajib memenuhi
ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-
. undangan di bidang linglcungan hidup.

Bagian Kedua
- Keteknikan

Pasal 43

-Keteknikan ketenagalistrikan terdin atas:

a. keselamatan kelenagalistrikan; dan
b. pemanfaatan jaringan tenega listrik nntuk kepentingan
telekomunikasi, muitimedia, dan infermatika.

Pasal 44
(1) Seriap kegiatan usaha  ketenagalistrikan  wajib
memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan,

(2] Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan
kondisi:

a. andal dan aman bagl instatasi;

b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup
lainnya; dan

¢. ramah lingkungan,

(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat
tenaga listrik;

b pengamanean instalasi tenaga listrik; dan

c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Setlap instalasi tenapa listrik yang beroperasi wajib
memilild sertifileat laik operasi.

Setiap peralatan dan pemanfaat té_ﬂa.ga listrik wajib
memenihi ketentuan standar nasional Indonesia.

Sefiap tenage teknik dalam usaha ketenagalistrilkan
wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Ketentuan mengenai Lkeselamatan ketenagalisirikan,
sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 45

Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan
telelkomunikasi, multimedia, dan informatika hanoya -
dapat dilakuksn seépanjang tidak mengganggu
kelangsungan penycdiaan tenaga listrik.

Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) hanya dapat dilakuken dengan
persetujuan pemilik jaringan.

Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimanha
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin
pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah
atau pemerinteh daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan
tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan
ayat (2} diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAR XII . ..
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BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal - 46

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik
dalam hal:

a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk
pembanglit tenaga listrik;

‘b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;

¢. pemenuhan persyaratan keteknikan; _

d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup ;

e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam

. Negery;

f. penggunasn tenaga kerja asing;

g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan
tenaga. listrik; .

h. pemepuhan persyaratan perizinarn;

i. penerapan tarif tenaga listrile; dan

j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha
penunjang tenaga listrik.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1}, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;

b. meminta laporan pelaksanasn usaha di bidang
ketenagalistrikan,

¢. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan
pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan

d. memberikan sanksi administratif terhadap
pelanggaran ketentuan perizinan.

Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Pemerintah dan
pemerintak dacrah - dibantu  cleh inspekhar
Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri
Bipil.

{4) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 47

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Peiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang linglup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Fidana
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
ketenagalistrilkan. - :

Penyidik Pégawai Negeri 3Sipil sebagaimana dimaksu
pada ayat (1} berwenang; :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau Lketerangan berkenaan dengan tindak pidana
dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap sctiap crang yang
diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan
usaha ketenagalistrikan;

¢. memanggil ocrang untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak
pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

d. menggeledah tempat vang diduga digunakan untuk

melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana
kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan untule
melalkulcan tindak pidana; _

{. menyegel. dan/atan menyita alat kegiatan usaha
ketenagalistrikan vang digunakan untuk melakukan
tindak pidana sebagai alat buldti;

g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak
pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan

h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di
bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. : '

(3) Penyidik . . .
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebzgaimana dimaksud
pada ayat (1) memberitahukan dimulainys penyidikan
perkara pidana kepada Pejabat Kepcolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan sebaga.lmaﬁa dimaksud pada
ayat (2) dilakuken sesuai dengan ketentuian peraturan
perundang-undangan.

. BAB XIV
SANKS] ADMINISTRATIF

Pasal 48

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalar: Pasal 16 ayat (3}, Pasal 17 ayat [3),
Pasal 27 ayat (2), Pasal 23, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35,
Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3} dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis,

b. pembekuan kegiatan sementara, dan,fatau

¢. pencabutan izin usaha. :

Banksi administratif sﬂbagaimana dimaksud pada ayat
(1}  ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupatifwalikota sesuai dengan kewenangannyea.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] diatur dengan Peraturan Pemerintah,

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap orang vang melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum ifanpa  izin
sebagaimana dimaksud cdalam Pasal 19 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 ({tiga)
tahun dan dends paling banyak Rp2.000.000.000,00
fdua miliar rupiah). '

2) Setiap . ..
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Setiap orang yang melakiikan usaha penyediaan tenaga
listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun = dan’ denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (cmnpat miliar rupiah).

Setiap orang yang men]ual kelebihan tenaga listrik
untuk dimanfaastkan bagi kepentingsn umum tanpa
persétujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)
dipidana .dengan pidana penjara paling lama 2 {dus)

“tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00

(dua miliar rupiahj.

Pasal 30}

Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan
ketenagalistrikan - sebagairnana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (1} yang mengakibatkan matinya sescorang
karena tenega listrik dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 {sepuluh} tabun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga
listrilk atan pemegang izin operasi dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 {sepuluh} tahun dan
denda paling banyek Rpl.000.000,000,00 (satu miliar
Tupiah).

Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau
pemegang 1zin operasi juga diwajiblkan untuk memberi
ganti rugi kepada korban.

Penetapan dan tiata cara pembayaran ganti rugl
schagaimana dimaksud pada avat (3) dilaksanakan
sesuai  denpgan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 51

Setiap orang vang tidak memenuhi kesclamatan
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 gyat (1) sehinggas mempengaruhi kelangsungan
penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyalk Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2] Apabhila .
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Apabila perbuatan sebagaimana dimiaksud pada ayat (1)
mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga
merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 {lima) tahun dan denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar ima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menggunakan tenaga listnk yang
bukan haknye secara melawan hukurn dipidana dengan
pidana penjare paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda
paling banyak Rp2.500.000.000,00 {dua miliar lima
ratus juta rupiah}.

Pasal 52

Setiap orang yang melakulcan usaha penyediasn tenage
listrik yang tidak mememuihi kewajiban terhadap yvang
berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dipidana dengan pidanha penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp3.000,000.000,00
(tiga miliar rapiah).

Selain pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin
usaha penyediaan tenaga listrik atan izin operasi.

Pasal 53

Setiap orang yang melaltukan kegiatan usaha jasa
penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar mapiah},

{1)

Pasal 54

Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga
listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 {lima} tahun dan denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (lima ratus juta
rupiakh).

(2) Setiap . . .
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Setiap orang vang memproduksi, mengedarkan, atau
memperjualbelikan peralatan dan pemanfast tenags
latrik yang tidalk sesuai dengan standar nasional
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
{Jima miliar rapiah).

Pasal 55

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimeksud dalam -

Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan
usaha, pidana dikenakan terhadap badarr usaha
danfatau pengurusnva.

Dalam hal pidana sebagairana dimaksud pada ayat (1)
dikenalkan terhadap badan usaha, pidana yang
dikenakan berupa denda maksimal ditambah
sepertiganya. '

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
1. PT Perusahaan Listrik Negara (Perserc} sebagai badan

usgeha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan
Bentuk Perusahfan Umum (Perum) Listrik Negara
menjadi Perusahaan Perseroan [Persero) dianggap telah
memiliki izin usaha penycediaan tenaga listrik,

. Dalam jangke walktu paling lama 2 (dua) tahun,

Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan
izin usahe penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha
milik negara sebagaimana dimakstid pada angka 1 sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.

3. lzin . . .
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Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum,
Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri,
dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah
dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrlkan tetap berlaku
sampai habis masa berlakunya.

. Dalam jangka waktu paling lama 2 {dua] tahun,

pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum, 1zin Usaha Ketenagalistrikan Uniuk
Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga
Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-
Undang Normor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrilkan
sebagaimana dimaksiad pada anglka 3 dlsesumkan dengan
ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Undang-Undang ini mulal berlaku, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor T4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3317} dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang
telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku
sepanjang tidale bertentangan atau belum diganti
berdasarkats Undang-1Undang ini.

Peraturan pelaksanasn Undang-Undang ini harus telah
ditetaplkan dalam waktu paling lama 1 {satu] tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 58

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tangga!
diundangkarn.

Agar . ..

—=
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Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempalannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Scptember 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. 3USILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 SBeptember 2009

MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPURBLIK INDONESIA,
rtd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Menteri Sekretaris Negara
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'PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2009

 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untik memajukan
kesejahteraan wumuwm dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna
mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat
adil dan makmur yvang merata materiil dan spiritnal berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945. Tenaga
listrik, sebagai salah satu hasil pemanfastan kekayaan alam, mempunyai

peranan penting bagi negara dalam mewijudkan pencapalan tujuan
pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewwjudkan
kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan
dalam Pasal 33 ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 19435, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan
tenage lstrik dikuasai oleh negara dan dipergunaken untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah dacrah sesual dengan
kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintalh - daerah menyelenggarsakan wusaha
penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usahe
milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih menmgkatkan
kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini
memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya
masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
Sesual dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewsnangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga
listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi olsh
bangsa dan negara  islah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang
mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga
listrik vang terintegrasi, pencrapan tanf regional yang berlaku terbatas untuk
suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengetur
tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam .
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"Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga lstrik  kepada
masyarakat diperlukaii pula upaya penegakan hukum di  bidang
ketenagalistrikan. Pemerintah  dan  pemerintah  daergh  mempunyai
kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
usaha keienagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawssan di bidang
ketelnikan, -

Selamn bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayaksn. Oleh
karena itu, untuk lebhith menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja,
keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan
tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tehaga listrik harus
menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar
peralatan di bidang ketenagalistrikan.

1I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat [1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa  hasil
pembangunan ketenagalistrikan  harus dapat dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Hurui b
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa
pembangunen ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan
dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat
dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat,

Huruf ¢ :
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha
penyediaan tenaga lstrik harus dikelola dengan baik agar dapat
terus berlangsung secatra berkelanjutan.

Hurufd
Yang dimeksud dengan “asas optimalisasi ¢koncmi dalam
pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan
sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Hurufe. ..
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Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas mengandalltan pada kemampuan

sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakulan
dengan mengutarnakan kemampuan dalam negeri.

Huruf {
Yang dimaksud dengan “asas kaidah usahe yvang schat” ada.lah
bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan
prinsip-prinsip transparansi, alruntabilitas, pertanggungjawaban,
dan kewajaran.

Huraf g
Yang dimalksud dengan “esas keamanan dan keselamatan” a-::lalah
bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus
memperhatikan keamanan instalasi, kesclamatan manusia, dan
lingkungan hidup di sckltar mstalasa

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsl lingkungan”
adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus
memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
lingkungan sekitar,

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2]
Cukup jelas,

Pasal 3
Ayat (1)
Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang
penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan
tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya
-ditvjukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran
rakyat.

Avat (2)
Cukup jelas,

Pasal 4
Avat (1)
Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam
ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga

listrk,
Ayat [2) .
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Avat (2} : .
Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat
dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga
listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum. :

Ayat {3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pazal 6
Avat {1)
Culkup jelas.

Avat [2)
Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap
memperhatikan keekonomiannya.

Ayat (3} -
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebjjakan energi nasional” adalah kebijakan
energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Energi. :

Ayat (2]
Culaup jclas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Culoup jelas,

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1}
Culoup jelas.
Avat (2) . ..




s,

N
N
BDat?

PRESIDEN
REPUBLIK [NDONESIA

-5 -

ﬁ}rat {2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas,

- Ayat [4)
Cukup jelas.

Ayat (5) |
Wilayah usaha bukan merpakan wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 11
Ayat {1}
Cukup jelas,

Ayat (2)
Pemnberian prioritas kepada hadan usaha milik negara merupakan
perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.
Badan usaha milik negara adalah badan usaha yvang semata-mata
berusaha di bidang penyediaan tenaga Ustrik.

Avat {3)
Cukup jelas.

Ayat (4]
Cukup jelas.

Pasal 12
Culeup jelas.

Pasal 13
‘Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adelah penyediaan tenaga
listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” adalah
perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing,

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

" Pasal 16 ...
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Pasal 16

Ayat {1}
Cukup jelas.

Ayaf {2}
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengganaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila
produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4]
Cukup jelas

Pasgal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Cukup jelas.

Avat {3}
Penggunaan produlk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila
produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4]
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas,

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam penctapan izin, Pemerintah atau pemerintah daerah
memperhatikan kemampuan dalam penyedizan tenaga listrik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha
setempat.

Izin usaha penyedisan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan
alamat badan useha, jenis usaha yang diberikan, kewsjiban dalam
penyelenggarasn Usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Pasal 32 ...



PRESIDEM
REPUBLIK INDOMWESIA

-7 -
Pasal 22
Cultup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Cukiup jelas,

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas,

Hurufd . .
Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila
produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia. :

Pasal 29
Avat {1}
Cukup jelas.

Ayat (2]
Huruaf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen”
adalah instalasi tcnaga listrik setelah alat pengukur atau alat
pembatas penggunaan tenaga listrik.

Hurufec . ..
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Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3}
Cukup jelas,

Avat (4]
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cultup jelas.

Ayat {2}

Ganti rugi hak atas tangh termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat
digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan
sebagian tanahnya cleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Yang dimaksud dengan “secara langsung’ adalah penggunessn tanah
untuk  pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain,
pembanglitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi,

Ayat {3)

Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan

tanah untuk lintasen jalur transmisi.

Avyat [4)
Cukup jelas.

Ayat [5)
Cukup jelas.

Ayat {6}
Cukup jelas.

Pa=al 31
Culup jelas.

Pasgal 32
Culkup jelas,

Pasal 33 . ..
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Pasal 33
Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang
berkaitan dengan penjualan tenapga listrik dari pembangkit tenaga
listrik.

Pengertisn harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya
yang berkaitan dengan penyewazn jaringan transmisl dan/ateu
distribusi tenaga listrik,

Ayat (2)
Dalam menetapkan persefujuan harga jual tenaga listrik dan sewa
jaringan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah

memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat [3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1]
Tartf tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang

berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain,
biaya beban (Rp/kVA} dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya
pemakaian dava reaktf (Rp/kVArh}, dan/atau biaya kVA maksimum
vang dibayar berdasarkan harga langeanan (Rp/bulan) sesuat dengan
batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnys.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- Agrat (4]
Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekenomi

dan industri di daerah.

Ayat (&)
Culoup jelas.

Pasal 35
' Culkup jelas.

Pasal 36 ...




PRESIDEM
REPUBLIK INDOMESIA

- 10 -
Pasal 3G
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Huruf a
Culkup jelas.

Huraf b
Ciutkup jelas.

* Hurad ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengembangan Kemampuan penyediaan
tenaga listrik dalam negeri” adalah pengembangan sumber energi,

sumber daya manusia, dan teknologi.

Huruf {
Cukup jclas.

Pasal 40 :
Cukup jelas.

Pasal 41
Culmp jelas.

Pasgl 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal45 ...
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Cukup jclas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

FPasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal &3

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Angla 1
Cukup jelas,

Angka 2

Penataan dimaksudkan agar badan usaha mi
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likk negara menjadi lebih

efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan penyediaan tenaga
listrik kepada masyarakat,

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4. .
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Angks 4
Cukup jelas,

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Culeup jelas.
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